
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89 TAHUN 1999

TENTANG

PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PERUSAHAAN HOTEL DAN TOURIST NASIONAL (NATOUR LTD)

KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas

Badan Usaha Milik Negara di bidang industri sektor perhotelan,

dipandang perlu melakukan penggabungan Perusahaan Perseroan

(PERSERO) PT Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour Ltd)

yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

1973 ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Hotel

Indonesia Internasional yang didirikan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 69 tahun 1971;

b. bahwa penggabungan kedua Perusahaan Perseroan (PERSERO)

tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dadar 1945;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor

16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

4. Peraturan …
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1971 tentang Pemerataan

Modal Negara Republik Indonesia dalam modal PT Hotel Indonesia

Internasional ("PT Hotel Indonesia Internasional Corporation

Limited") (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor

89);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan

Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Nomor 3587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan,

Peleburan dan Pengambilalihan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan

Kedudukan, Tugas dan Wewenang Menteri Keuangan Selaku

Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada

Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGABUNGAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN

HOTEL DAN TOURIST NASIONAL (NATOUR LTD) KE DALAM

PERUSAHAAN PERSEROAAN (PERSERO) PT HOTEL

INDONESIA INTERNASIONAL.

BAB I …


